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BAB1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah mengembangkan
kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan,
agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diridan lingkungan secara
mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian
masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan
memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat untuk
mengambil keputusan secara mandiri tentang program-program yang sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Dengan demikian pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian
bantuan, pembinaan/arahan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Desa di Bidang Pemberdayaan dan Pemerintah Desa. Esensi
pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengembangkan kemampuan,
kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara
bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri
dengan menciptakan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.

STIE PGRI Dewantara selalu meningkatkan performanya tertama
dalam hal yang berkaitan dengan kualitas mahasiswanya agar saat lulus nanti
dapat bersaing di era globalisasi ini. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut
maka para mahasiswa dituntut melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM)
sehingga apa yang didapat di bangku kuliah dapat diterapkan di dunia kerja.
KKM merupakan suatu kegiatan dimana mahasiswa melaksanakan kegiatan
praktik di dunia usaha atau instansi, untuk memperoleh pengalaman di dunia

kerja.



1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

Adapun tujuan Kuliah Kerja Magang (KKM) :

1. Tujuan dari Kuliah Kerja Magang adalah untuk mengenalkan dan
dan menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja

3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pengetahuan ilmu akuntansi
serta aplikasinya dalam dunia kerja

4. Meningkatkan softskill mahasiswa (kemampuan dalam berkomunikasi,

meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku)

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang dunia kerja

2. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang aplikasi ilmu akuntansi
dalam
dunia kerja

3. Mahasiswa memiliki keterampilan berkomunikasi dan memiliki rasa

percaya diri dalam bersikap dan perilaku.

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang
Kuliah Kerja Magang ini dilaksanakan di :

Nama Perusahaan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alamat : J1. Pattimura 1A Jombang
Telepon :(0321) 861177

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang
Kuliah Kerja Magang (KKM) ini berlangsung selama 1 bulan dimulai dari
tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. Pelaksanaan KKM
dilaksanakan setiap hari kerja yaitu senin sampai dengan jum’at pukul 07.30

WIB sampai dengan 15:30 WIB


https://www.google.com/search?q=DPMPD+Jombang&sca_esv=42351ebc0c7ef297&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIJqDQm7OLNY8MjAqs5GOpt61mSKWA%3A1726536918211&ei=1tzoZq-VDKahseMP2Z7gkAs&ved=0ahUKEwiv2M2d68iIAxWmUGwGHVkPGLIQ4dUDCA8&uact=5&oq=DPMPD+Jombang&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDURQTVBEIEpvbWJhbmcyDRAuGIAEGMcBGA0YrwEyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMhwQLhiABBjHARgNGK8BGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBSIgVUJoBWKsRcAF4AZABAJgBdKABqgaqAQM0LjS4AQPIAQD4AQGYAgmgApAHwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICDRAAGIAEGLADGEMYigXCAhAQLhiABBhDGMcBGIoFGK8BwgIFEAAYgATCAgoQABiABBhDGIoFwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAggQABiABBjLAcICHxAuGIAEGEMYxwEYigUYrwEYlwUY3AQY3gQY4ATYAQHCAgUQIRigAcICCBAAGAUYDRgewgIHEAAYgAQYDcICCBAAGKIEGIkFmAMAiAYBkAYJugYGCAEQARgUkgcDMy42oAfRNg&sclient=gws-wiz-serp

BAB I1
TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG
2.1 Company Profil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengembangkan
kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam
pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan
lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisas,
transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada
tingkat masyarakat.

Demokratisasi dan transparansi dalam pembangunan dilakukan melalui
pemberian wewenang secara profesional kepada masyarakat untuk
mengambil keputusan secara mandiri tentang program-program
pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian
pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan,
pembinaan, bimbingan, arahan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah antara lain menegaskan bahwa “Pemberian Otonomi Luas Kepada
Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat”. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
untuk memberi pelayanan, penyertaan peran, serta prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas,
nyata, dan bertanggungjawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten dan
Kota. Bertitik tolak pada hal tersebut diatas, bahwa salah satu upaya
mempercepat kesejahteraan masyarakat adalah melalui Pemberdayaan

Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Peraturan tentang Susunan Organisasi



dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, dibentuk

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu lembaga

teknis daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki tugas

membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi:

1.
2.
3.

Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pembinaan penyelenggaraan  fungsi-fungsi pelaksana urusan
pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
dan

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan

fungsinya



2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi

LAMPIRAN : PERATURAN BUFATI JOMBANG
NOMOR : 78 TAHUN Z0Z21
TANGGAL : 30 Desember Z0Z1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMEBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG

KEFALA DINAS

E SEKRETARIAT

|
Eelompal |
Jabatan Fungsional [ |

Sub Bagian Umum Sub Bagian Sub Epordinator dan
dan Kepegawaian Kenangan dan Aset Eelompok Jabatan
Fungsional

BIDANG PENIMNGHATAM EIDAMG BIDANG BIDAMG BINA
KELEMBAGAAN DAN PEMEERDAY ALN  EROHGMI PEMBAMNGUNAN DESA PEMERINTAHAN DESA
PARTISIPAST MASTARAKAT MASYARAKAT
' ; ] !
Subkoordinator dan Sub Koordinator dan Sub Hoordinator dan Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Pungsicmal Eelompck [abatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsiomal Eelompok Jabatan Pungsiomal

BUFPATI JOMBANG,
: Garis  Homando
------------ : Garis Koordinasi ttd

MUNDJIDAH WAHAE

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi



2.3 Tugas Pokok dan Fungsi
2.3.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan

program dan evaluasi.

Tugas pokok Sekretariat:

a.
b.

C.

e

Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan administrasi keuangan;

Pengelolaan administrasi perlengkapan;

Pengelolaan administrasi aset Dinas Pemberdayaan
Masyarakat danDesa;

Pengelolaan urusan rumah tangga;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program,
anggaran, danperundang-undangan;

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas Bidang;
Pengelolaan kearsipan;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata
laksana;dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan data dan informasi guna menyusun kebijakanteknis

dan operasional,

b. Melaksanakan administrasi  kepegawaian, = melaksanakan

pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karierserta

upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;



C. Peclaksanaan urusan administrasi umum, rumah
tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan,

ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;

d. Penyusunan dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksanaan
Minimal;

€. Menyusun rencana dan pelaksanakan keindahan, kebersihan dan

keamanan kantor;

f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
g. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas;

h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan

tugas;

I. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

J. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait
dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana

aparatur; dan
K. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2.3.1.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi pengolahan
anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan
akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta

penyusunan perhitungan anggaran;

b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan
pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak

keuangan lainnya;

C. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengolah



barang-barang inventaris kantor;

d. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

anggaran dinas;
e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3.1.3 Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:
a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam

rangka penyusunan rencana program dan anggaran;

b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen

pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat desa;

€. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan

anggaran bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka

analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;

e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan
penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran

untuk tahun berikutnya;

g. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring

pelaksanaan tugas; dan

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3.2 Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat



Tugas pokok Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi
Masyarakat adalah  melaksanakan  sebagian tugas Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di bidang Penguatan
Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. Dalam melaksanakan
tugas pokok, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi
Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program, penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang penguatan lembaga
kemasyarakatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dan
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai
dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan dan fasilitasi pengolahan data profil desa,
kelurahan, pelatihan masyarakat pengembangan manajemen
pembangunan  partisipatif ~masyarakat dan pelaksanaan
peningkatan peran masyarakat dalam  penataan dan
pendayagnaan ruang kawasan pedesaan;

c. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi
swasta maupun masyarakat dan lembaga adat budaya untuk
menggali potensi sumber daya yang ada dalam upaya
pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. Pelaksanaan pemantauan, koordinasi, monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan program pelaksanaan penguatan
lembaga kemasyarakatan dan pasrtisipasi masyarakat, lembaga

adat dan sosial budaya masyarakat;
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Massyarakat dan Desa.
2.3.3 Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat, mempunya tugas:

a. Menetapkan pedoman, norma, standard, prosedur dankriteria di

bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;

b. Melaksanaan pengolahan data profil desa dan kelurahan;

€. Melaksanaan fasilitasi dan menyelenggarakan penguatanlembaga

kemasyarakatan;

d. Melaksanakan fasilitasi pelatihan amsyarakat;

e. Menyusun petunjuk teknis dan sosialisasi pelatihan pembedayaan

masyarakat;

f. Melaksanakan supervise pemberdayaan lembaga;

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga;

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa
dan kelurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan dan pelatihan

masyarakat;

I. Melaksanakan supervisi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan gerakan PKK; dan

J. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

2.3.4 Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat
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Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas:

a. Menetapkan pedoman, norma, stardard, penyelenggaraan
partisipasi masyarakat;

b. Melaksanakan pengembangan manajemen
pemberdayaan partisipatif masyarakat;

€. Melaksanakan program bantuan dan pemerintahan desa;

d. Meningkatkan peran masyaakat  dalam pengembangan
penataan dan masyarakat;

e. Melaksanakan evaluasi, monitoring  dan  pelaporan
hasil pembinaan partisipasi masyarakat;

f. Mengembangkan peran masyarakat dalam kerja sama antar desa
dan kemitraan dengan pihak ketiga; dan

0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penguatan Kelembagaan dan partisipasi.

2.3.5 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat
pemberdayaan penduduk miskin dan pengembangan usaha
ekonomi keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
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b. Pelaksana program bantuan dan peningkatan usaha ekonomi mikro
pedesaan, sektor informal sesuai pedoman, prosedur, yang telah
ditetapkan pemerintah;

c. Penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintahan,
lembaga swasta, maupun masyarakat untuk menggali pengolahan
Sumber Daya Alam, teknologi tepat guna, konservasi dan
rehabilitasi lingkungan;

d. Pelaksanaan pemberdayaan prasarana dan sarana pedesaan dan
kebutuhan teknologi tepat guna;

e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, monitoring dan pelaporan
penyelenggaraan lembaga keuangan mikro pedesaan;

f. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi teknologi tepat guna dan
pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;

g. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3.6 Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Pelatihan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Pelatihan Masyarakat
mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan
usaha ekonomi masyarakat untuk menunjang program

pengentasan kemiskinan;

b. Melaksanakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan

kelompok masyarakat;
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C. Melaksanakan pengembangan lembaga keuangan mikro

pedesaan (Badan Kredit Desa);

d. Melaksanakan penyelenggaraan pengembangan produksi dan

pemasaran hasil usaha masyarakat;

e. Membuat petunjuk teknis dan sosialisasi peningkatan

kesejahteraan rumah tangga miskin;

f. Meningkatkan motivasi, partisipasi dan swadaya gotong royong
masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dengan

perlombaan Desa dan Kelurahan;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program

pemberdayaan ekonomi masyarakat;
h. Memfasilitasi pengembangan pasar Desa;

I.  Menyelenggarakan pemberdayaan  kelompok  masyarakat

rumah tangga miskin;
J-  Memfasilitasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
2.3.7 Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan
Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa
Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan
Lembaga Usaha Ekonomi Desa, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan identifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan

masyarakat untuk penyusunan data pengelolaan sumberdaya



14

alam dan pelaksanaan konservasi, rehabilitasi lingkungan melalui
Teknologi Tepat Guna,
Memfasilitasi pelaksanaan penelitian, kerjasama dalam rangka
perencanaan program pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna di
perdesaan dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah non
departemen dan dinas/instansi teknis terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat dan lembaga lainnya yang terkait bergerak di bidang
Teknologi Tepat Guna untuk membantu meningkatkan kehidupan
dan penghidupan masyarakat desa;
Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam upaya pemanfaatan
lahan dan pedesaan dalam rangka pelaksanaan Lomba Desa;
Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis dan spesifikasi
teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat untuk
menyusun data teknologi tepat guna;
Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam
penyelenggaraan  pelatihan bagi  generasi muda untuk
memperkenalkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan peralatan
teknologi tepat guna;
Melaksanakan fungsi posyantekdes sebagai pusat pelayanan
teknis pemberian informasi dan promosi jenis/spesifikasi
teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat;
* Memfasilitasi pemberian bantuan peralatan teknologi tepat
guna bagi desa yang telah dilatih;

* Melaksanakan pemantauan, supervisi, monitoring, evaluasi,
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dan pelaporan untuk mengetahui keberhasilan sumberdaya
alam dan teknologi tepat guna;

* Mengembangkan dan penerapan teknologi tepat guna dalam
kegiatan usaha ekonomi rumah tangga miskin; dan

* Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

2.3.8 Bidang Pembangunan Desa

Tugas pokok Bidang Pembangunan Desa adalah melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang

pembangunan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembangunan Desa
mempunyai fungsi:

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat desa, pengembangan desa tertentu;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi
tanggung jawabnya;

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang
pembangunan desa;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
program;

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
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pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan
desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa;
g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan desa; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2.3.9 Seksi Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama

Desa

Seksi Pembinaan Perencanaan, Pembangunan dan Kerjasama Desa

mempunyai tugas:

a. Memfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenagan lokal

berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hal asal usul;

b. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang di

susun secara partisipatif dan demokratis;

C. Memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk
mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan

berpihak kepada kepentingan masyarakat desa;
d. Memfasilitasi demokratisasi desa;
e. Memfasilitasi kaderisasi desa;

f. Menfasilitasi pembentukan dan pengembangaan lembaga

kemasyarakatan desa;

g. Memfasilitasi pembentukan pengembangan pusat kemasyarakatan

(community center) di desa dan/atau antar desa;
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h. Memfasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan

kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum;

I. Memfasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek
pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif,

transparan dan akuntabel;

J. Memfasilitasi kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh

supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel;

K. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha

Milik Desa;

I. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan

pihak ketiga;

m. Memfasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial

dan kemitraan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Desa.

2.3.10 Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Seksi
Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Desa, mempunyai
tugas:

a. Menyiapkan bahan-bahan dan materi serta perangkat peraturan
yang diperlukan di bidang tugasnya;
* Melaksanakan pemberian bimbingan, pengarahan dan

petunjuk teknis yang diperlukan di bidang tugasnya;
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* Melaksanakan koordinasi antara seksi di bidangnya dan unit
kerja;

* Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan
dan pembinaan, pemantauan pemukiman perumahan;

* Melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelestarian
prasaranan desa/kelurahan;

* Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan
pelestarian sumberdaya desa/kelurahan di lingkungan
desa/kelurahan;

* Melaksanakan pengadaan evaluasi, pembuatan laporan
pelaksanaan kerja; dan

* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Desa.

2.3.11 Bidang Bina Pemerintahan Desa

Tugas pokok Bidang Bina Pemerintahan Desa adalah melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang

bina pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang

Bina Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan
keuangan dan asset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala
desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan,
kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi

perkembangan desa;
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. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, = pengelolaan
keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala
desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan
pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta
evaluasi perkembangan desa;

. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi
penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa,
pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan
urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan,
serta evaluasi perkembangan desa;

. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa dan kerja
sama desa;

. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
fasilitasipenataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan
desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, produk hukum desa,
pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan
urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan,
sertaevaluasi perkembangan desa;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi

penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,
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pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa,
pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan
urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan,

sertaevaluasi perkembangan desa;

. Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Pemerintah Desa; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3.12 Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Seksi Peningkatan  Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa mempunyai fungsi:

a.

Melaksanakan pembuatan database, pembinaan, penyelenggaraan
pemantauan administrasi Desa dan Kelurahan;

Melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Desa dan
Kelurahan;

Melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan bagi Badan
Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

. Melaksanakan pemantapan pedoman peran Badan
Permusyawaratan Desa, pengelolaan keuangan dan pedoman

pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

. Melaksanakan evaluasi pelaporan penyelenggaraan administrasi

pendataan Desa dan Kelurahan, peran Badan Permusyawaratan
Desa pengelolaan keuangan dan pengembangan kapasitas
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Melaksanakan pembinaan dan evaluasi sumber daya manusia
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Desa dan Kelurahan; dan
0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Pemerintahan Desa.

2.3.13 Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Produk
Hukum Desa
Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan ProdukHukum

Desa, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan,
pemekaran, penggabungan dan penghapusan desadan kelurahan;

b. Melaksanakan ~ pembinaan,  pengawasan  dan  supervisi
penyelenggaraan permbentukan, pemekaran, pnggabungan dan
penghapusan desa dan kelurahan;

c. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan Desa;

d. Mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan masalah yang
timbul dalam proses maupun penyelesaian administrasi Desa;

e. Melaksanakan sosialisasi pedoman penyelenggaraan Desa
berdasarkan  kebijakan yang ditetapkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengajuan rancangan
Peraturan Desa;

0. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan produk hukum desa dan
produk hukum Badan Permusyawaratan Desa;

h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pembangunan desa secara
parisipatif;

I. Mewakilli desa di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk
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kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

J.  Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

k. Melaksanakan tugas diberikan Kepala Bidang Bina Pemerintahan
Desa.

2.3.14 Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Untuk
menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset
Desa;
* Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan
keuangan dan aset Desa;
* Melaksanakan penyusunan rancangan Alokasi Dana Desa,
Bantuan Keuangan Desa dan DAK Desa;
* Melaksanakan penyusunan rancangan penghasilan dan
tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
* Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi
keuangan dan aset Desa;
* Melaksanakan fasilitasi penggalian potensi  Sumber
Pendapatan Asli Desa;
* Melaksanakan ~ monitoring, evaluasi dan  pelaporan
penyelenggaraan pengembangan Desa/Kelurahan, keuangan

dan aset Desa; dan
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bina Pemerintahan Desa.



BAB III
PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG
3.1.Pelaksanaan Kerja Magang
Sistem kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD)adalah sebagai berikut:

1. Hari kerja yaitu hari Senin-Jum’at

2. Melakukan check-lock saat datang dan selesai kerja
3. Jam masuk kantor pukul 07.30 - 15.30

4. Setiap hari melakukan apel pagi kecuali hari Jum’at

Penempatan pelaksanaan magang vyaitu pada Bidang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas
pokok, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai
fungsi. Salah satunya adalah sebagai pelaksana program bantuan dan
peningkatan usaha ekonomi mikro perdesaan, sektor informal sesuai
pedoman, prosedur, yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya

pengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

e Bumdes Sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang
berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai
kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan
kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi

desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa

24


http://www.berdesa.com/20-peluang-usaha-rumahan-di-desa-yang-menguntungkan-dan-menjanjikan/

25

1. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis

untuk menggairahkan ekonomi desa.

2. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif
yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan

masyarakat (Public and Community Partnership).

3. BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk
saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.
Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek
menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga

ekonomi desa.

BUMDesa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Hal
inilah yang menjadikan BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi

rakyat yang berperan sebagai PILAR DEMOKRASI EKONOMI.

e Latar Belakang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

1. Menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum di Desa.

2. Menstimulasi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.

3. Melayani Kebutuhan Dasar Dan Umum Masyarakat Desa.
4. Mengelola dan memanfaatkan potensi asset desa

5. Meningkatkan nilai tambah pendapatan asli Desa.
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Menggerakan Dan Menata Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDesa

Pendirian BUMDesa dipilih sebagai suatu alternatif guna
mengembangkan roda perekonomian di desa. Beberapa hal yang
harus segera dilakukan dalam rangka penataan perekonomian desa

melalui BUMDesa:

* memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi

berjalannya usaha dari BUMDesa

« BUMDesa dibentuk dalam rangka menggerakkan roda

perekonomian desa melalui pengelolaan potensi ekonomi desa.

+ BUMDesa merupakan wadah bagi masyarakat dalam mengelola

ekonomi desa yang berbasis pemberdayaan

« Adanya kolaborasi dan sinergitas antara BUMDesa dengan desa

dalam pengembangan potensi ekonomi desa

Jenis-jenis usaha atau bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUM
Desa adalah sebagai berikut:

e Usaha sosial (social business) sederhana yang memberikan
pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan
memperoleh keuntungan finansial. Usaha ini bersifat usaha
ekonomi pelayanan publik yang sifatnya sosial namun
bernuansa bisnis kepada masyarakat meskipun kurang
memberikan keuntungan secara maksimal. Contoh dari jenis
usaha ini misalnya pengelolaan air minum desa, listrik desa,

lumbung pangan, usaha-usaha terkait sumberdaya lokal dan
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teknologi tepat guna.

Usaha penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan
masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan
Asli Desa. Jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan dalam
kelompok wusaha ini seperti penyewaan alat transportasi,
penyewaan traktor, penyewaan perkakas pesta, penyewaan
gedung, penyewaan ruko/kios, penyewaan tanah milik desa yang
sudah diserahkan ke BUM Desa sebagai Penyertaan Modal
Desa, dll.

Usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan
kepada warga. BUM Desa dapat berperan sebagai lembaga
pemasaran atas produk-produk  pertanian, perkebunan,
peternakan, kerajinan, dll dari masyarakat, agar mereka tidak
kesulitan dalam memasarkan produk dankomoditas mereka.
Usaha berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang
tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun
dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Misalnya pabrik es,
sarana produksi pertanian, usaha peternakan, pengolahan hasil
komoditi desa, serta kegiatan bisnis produktif lainnya.

Usaha bisnis keuangan (financial business) yang dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha skala
mikro yangdijalankan oleh pelaku usaha ekonomi di Desa,
dengan bunga yang lebih rendah dibanding para rentenir atau

bank-bank konvensional, misalnya saja Bank Desa, Lembaga
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Keuangan Mikro, Perkreditan Desa,dll

Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha
yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal
Desa maupun kawasan perdesaan. Misalnya saja usaha
transportasi desa khususnya untuk desa di wilayah-wilayah
terisolir, kapal desa, desa wisata, pengembangan kerajinan khas

desa beskala menengah, dll

e Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) PP. 11 Tahun 2021 Tentang

BUMDesa

*
L X4

X/
L X4

X/
°

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes
adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama
desa-desa guna mengelola wusaha, memanfaatkan asset,
megembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa
pelayanan dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejateraan masyarakat desa.

Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan atau

pelayana umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.

Unit usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUM Desa yang
melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan
umum berbadan hokum yang melaksanakan fungsi dan tujuan

BUM Desa
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Di Jombang, terdapat 21 kecamatan dan 302 desa. Daridesa dan
kelurahan tersebut terdapat 401 bumdes yang tersebar di daerah
Kab. Jombang. Untuk mengetahui perkembangan bumdes, pihak
DPMD meminta setiap camat agar berkoordinasi dengan desa di
wilayah yang dinaungi untuk menyerahkan laporan kondisi keuangan
Bumdes setiap periode.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa desa yang masih
belum bisa menyerahkan laporan kondisi keuangan. Sehingga sampai
Desember 2024, data perkembangan bumdes belum bisa dinyatakan
akurat

3.2 Pembinaan BUMDesa

Pembinaan BUMDesa Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan
kinerja dan keberlanjutan usaha desa. Pembinaan BUMDes mencakup
berbagai aspek, seperti perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan
pemasaran produk. Pembinaan BUMDesa dilakukan di 302 desa yang
ada di kecamatan Jombang sebagai upaya untuk mengoptimalkan usaha

di desa.

Dalam pembinaan BUMDes setiap desa tentunya diwajibkan untuk
melaporkan laporan keuangan BUMDes setiap periodenya. Dikarenakan
terbatasnya kemampuan SDM, menyebabkan beberapa desa masih belum
bisa melaporkan kondisi laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan. Akibatnya, data yang diterima pihak DPMD dari desa adalah
data yang tidak akurat. Meskipun data tersebut tidak akurat tetapi data

tersebut masih dapat digunakan sebagai cerminan kondisi keuangan.
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Pelaksanaan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang
sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal. Pembinaan yang
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jombang terhadap BUM Desa di beberapa desa belum menunjukkan
perbaikan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah BUM
Desa yang banyak dan tidak seimbang dengan kuantitas pegawai dinas,
sehingga kegiatan pembinaan yang mengalami kendala baik tempat,
waktu, sarana dan prasarana maupun anggaran serta tidak seimbang
dengan kuantitas pegawai dinas

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jombang adalah sumber daya manusia pengurus BUM
Desa yang kurang terlatih, anggaran untuk melakukan pembinaan kepada
seluruh pengurus BUM Desa di Kabupaten Jombang dan waktu yang di
gunakan untuk melakukan pembinaan kepada BUM Desa kurang efektif,
karena jumlah BUM Desa sebanyak 21 Kecamatan dan 302 desa. Untuk
BUMDES yang aktif ada 15 Kecamatan.

Selama masa magang, tidak banyak kegiatan yang bisa dikerjakan.
Hal ini disebabkan selama masa magang rencana program kerja dan
anggarannya masih belum ditetapkan

3.3 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi
Perlu dilakukan pelatthan ulang untuk memastikan bahwa

perangkat kecamatan dan desa benar benar memahami dan mengerti
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bagaimana cara melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai
ketetapan yang ada. Apabila hal ini bisa terwujud maka seluruh laporan
yang diterima DPMD akan dapat dijadikan cerminan kondisi BUMDdes
secara akurat.

Dan juga, alangkah baiknya apabila masyarakat desa lebih
memperhatikan apabila diberikan sebuah sosialisasi mengenai laporan
keuangan dan diharapkan masyarakat juga memahami pentingnya
melakukan pencatatan atas laporan keuangan BUMDes, dengan maksud
untuk membantu pihak DPMD dalam melakukan pengawasan dan
penilaian atas perkembangan dana BUMDes yang telah diberikan
pemerintah

Upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan melalui
kegiatan pelatihan, sosialisasi, BIMTEK secara berkala untuk
meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus BUM Desa dalam
mengelola BUM Desa maupun potensi desa, kegiatan pembinaan dapat
dilakukan dengan cara dikelompokkan berdasarkan letak geografis,
sehingga menghemat waktu dan anggaran, hal ini bertujuan agar informasi

yang disampaikan tepat pada sasaran.



BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Desa di Bidang Pemberdayaan dan Pemerintah
Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki tugas
membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah. Salah satunya DPMD ini sebagai
fasillitator dalam pengembangan BUMDes di kabupaten Jombang.
BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari
kekayaan desa. Dalam pembinaan BUMDes setiap desa tentunya
diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan BUMDes setiap
periodenya. Dikarenakan terbatasnya kemampuan SDM, menyebabkan
beberapa desa masih belum bisa melaporkan kondisi laporan keuangan
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Akibatnya, data yang diterima
pihak DPMD dari desa adalah data yang belum akurat. Meskipun data
tersebut belum akurat tetapi data tersebut masih dapat digunakan sebagai
cerminan kondisi keuangan.

Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang belum berjalan
dengan optimal, dikarenakan terdapat beberapa hambatan yakni mengenai
SDM, anggaran dan waktu kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk

mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan BIMTEK, pelatihan,
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pembinaan, dan pengelompokkan berdasarkan letak geografis, hal ini

bertujuan untuk mengefektifkan waktu dan anggaran

4.2 Saran
Dikarenakan minimalnya kegiatan di kantor pada waktu magang

berlangsung, sebaiknya pelaksanaan magang tidak dilaksanakan pada awal
tahun, untuk meminimalisasi terjadinya kendala serupa. Melakuakan
koordinasi adalah salah cara yang bisa dilakukan sebelum mendaftarkan
magang pada dinas DPMD. Dengan koordinasi kita bisa berdiskusi
mengenai program kerja apa yang sedang dijalankan pihak DPMD

4.3 Refleksi Diri
Selama melaksanakan magang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) praktiakn mendapatkan banyak pengalaman dibeberapa
bidang dan dilakukan roling setiap satu minggu. Selama kegiatan KKM
praktikan dituntut untuk mudah berkomunikasi, siap untuk ditempatkan di
bidang apapun secara langsung dan dituntut untuk bertanggungjawab
disiplin dan teliti. Sehingga praktikan mendapatkan manfaat berupa:
a. Menambah relasai dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa (DPMD)

b. Meningkatkan ketelitian dan rasa tanggungjawab
€. Mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja

d. Memahami proses organisasi yang baik dan benar.



DAFTAR PUSTAKA

http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/badan-pemerdayaan-masyarakat-
dan-pd.html

Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang
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